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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala 

kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran utama negara adalah 

untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai 

macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan 

keamanan, perumahan rakyat, ketenaga kerjaan, agama, lingkungan hidup dan 

pengeluaran pembangunan lainnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang 

paling diandalkan adalah pajak.  

Dalam tabel 1.1 terlihat kontribusi penerimaan pajak terhadap 

pendapatan negara cenderung meningkat setiap tahunnya. Realisasi penerimaan 

perpajakan pada tahun 2012 mencapai  Rp 980,52 triliun. sedangkan 

penerimaan perpajakan untuk tahun 2013 mencapai Rp 1.077,31 atau 

meningkat sebesar 9,87%. Lonjakan penerimaan perpajakan terjadi pada tahun 

2014 mencapai Rp 1.146,87 atau meningkat 6,46% yang diikuti kenaikan pada 

tahun 2015 mencapai Rp 1.235,80 atau meningkat 7,75%. Hampir setiap tahun 

penerimaan perpajakan mengalami peningkatan. Menurut DJP kendala dalam 

memenuhi target penerimaan perpajakan tersebut adalah masih rendahnya 

tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. 



2 
 

 

Tabel 1.1 

Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Nota Keuangan diolah Penulis (2012 – 2015 RAPBN) 

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai 

sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat 

percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan 

stimulus yang kondusif bagi dunia usaha. 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendapatan 

negara pada masa sekarang ini. Namun permasalahan yang sedang dan yang 

akan dihadapi adalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pada Negara. 

Menurut DJP kendala dalam memenuhi target penerimaan perpajakan dari 

tahun ketahun adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. 

Fakta menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pajak Indonesia masih rendah, 

baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan 

kepatuhan pembayaran Malaysia yang sudah mencapai 80 persen wajib pajak 
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terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia tertinggal jauh. 

(http://www.pajak.go.id). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak 

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar secara nasional adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel kepatuhan wajib pajak di indonesia 

 

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011- 2015 

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, terdapat pertumbuhan jumlah wajib 

pajak yang terdaftar secara nasional setiap tahunnya. Walaupun jumlah wajib 

pajak terdaftar setiap tahunnya terus meningkat, Hal ini cukup memprihatinkan 

mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun jumlah 

penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru 

sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di 

Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Rendahnya 

kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum 

2011 2012 2013 2014 2015 

WP yang Terdaftar 19.881.68 22.131.32 25.109.95 26.918.40 27.571.47 
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memahami, peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang 

digunakan. 

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self 

assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya (Waluyo, 

2011:17). Self assessment system merupakan salah satu diantara cara 

pemerintah agar wajib pajak tidak merasa terlalu terpaksa dalam membayar 

pajak karena sistem tersebut memberikan kebebasan terhadap wajib pajak. 

Dengan memberikan kebebasan dalam menghitung pajak tersebut maka adanya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pendapatan negara 

sangat diperlukan agar tercapainya kepatuhan perpajakan yang dilakukan secara 

sukarela. Penerapan sistem ini disertai pengawasan oleh DJP melalui pemberian 

sanksi terhadap wajib pajak yang diketahui membayar pajak tidak sesuai 

dengan pajak yang seharusnya terutang. Sanksi yang diberikan dapat berupa 

denda. Menurut DJP sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda tersebut 

diharapkan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan melalui sosialisasi, pengetahuan tentang pajak yang akan 

berdampak kepada kesadaran wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak 

tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang – Undang dan 

peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib 
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pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk 

memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.  

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas semakin paham 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib 

pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan 

mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Berbagai 

macam upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah 

satunya adalah melalui sosialisasi perpajakan, pemahaman sanksi, dan 

kesadaran wajib pajak. 

Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran 

membayar pajak rendah karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan 

tersebut, Ditjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Salah 

satunya, banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan 

sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai 

wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen 

Pajak memberikan sosialisasi on air maupun tatap muka kepada wajib pajak 

maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa. 

Sosialisasi perpajakan diharapkan akan berdampak pada pengetahuan 

perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah 

wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya 
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meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Berdasarkan hasil 

penelitian yang di lakukan oleh Zsezsa Sabhatini, J.Sondakh, K.Walandouw 

(2015) menyatakan bahwa sosialisai berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2011:59), sehingga wajib pajak dipaksakan harus 

patuh agar tidak terkena sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan 

dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ketut Muliari dan Ery 

Setiawan (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran Perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak sadar 

terhadap pentingnya pajak. Wajib pajak memiliki kesadaran tersebut akan 

memiliki keinginan dan niat untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu 

salah satunya dengan melakukan pelaporan SPT. Berdasarkan hasil penelitian 

yang di lakukan oleh Afianti Fajriyan, Goretti W. Endang, Prasetya (2015) 

menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia  merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan 
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pajak. Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, tentunya tidak 

sedikit yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak orang 

pribadi maupun wajib pajak badan/perusahaan. Pada penelitian ini penulis akan 

fokus terhadap wajib pajak orang pribadi pada wilayah Jakarta Barat. Peneliti 

memilih lokasi pada Jakarta Barat berdasarkan luas wilayah yang luas, 

karakteristik wilayah Jakarta Barat yang terdiri dari perkotaan dan juga banyak 

daerah industri yang tentunya banyak tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib 

pajak dan juga tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah 

Jakarta Barat akan beragam. Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang 

tinggal pada wilayah perkotaan bahwa wajib pajak yang tinggal di wilayah 

perkotaan umumnya sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib 

pajak, seperti kepemilikan NPWP, melaporkan SPT tepat pada waktunya. 

Namun dalam sebuah kota tidak semua orang mengerti akan perpajakan 

terutama atas peraturan perpajakan seperti adanya sanksi-sanksi dalam 

perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada 

dalam perpajakan. Didalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannnya dari tahun ke tahun masih 

menunjukkan presentase yang belum mencapai target yang ditentukan DJP. Hal 

ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat 

patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib 
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pajak terdaftar. Berikut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdapat di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu : 

Tabel 1.3 

Presentase Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kebon Jeruk Satu 

 

 

 
Sumber : KPP Pratama Kebon Jeruk 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak KPP Pratama 

Kebon Jeruk Satu di bawah 70% seperti yang telah ditentukan dalam Target nasional 

DJP mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Oleh karena itu, 

Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon 

Jeruk Satu berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dituntut aktif 

dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Melalui 

sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan 

haknya. Serta dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan mempunyai pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi 

pelanggar pajak, sehingga, diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib 
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pajak. Dengan adanya sosialisasi dan sanksi perpajakan diharapkan akan 

menumbuhkan  kesadaran perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan  

perpajakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Kebon Jeruk Satu, Sehingga penelitian tentang kepatuhan wajib pajak 

ini disusun dengan mengambil judul “PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI 

PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBON JERUK SATU JAKARTA 

BARAT” 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

berbagai masalah sebagai berikut ini :  

1. Penerimaan pajak yang terus meningkat belum sesuai dengan 

target yang ditentukan pemerintah, hal ini disebabkan karena 

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan negara Malaysia. 

2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian 

besar wajib pajak belum memahami, peraturan perpajakan, fungsi 

pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.  
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada empat variabel yang digunakan yaitu 

Sosialisasi, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan 

Wajib Pajak.  

2. Dengan metode kuesioner yang digunakan adalah nonprobablity 

sampling dimana hanya akan disebarkan kepada wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat Tahun 2016. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah  :  

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk 

Satu ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk 

Satu? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon 

Jeruk Satu ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  :  

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk 

Satu. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk 

Satu. 

4. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk 

Satu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Secara terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan 

bermanfaat bagi penelitian lain sebagai bahan referensi penelitian-

penelitian lain di masa yang akan datang dan dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan khususnya di bidang Perpajakan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Instansi/Kantor Pajak 

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan 

penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan 

sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran 

perpajakan sehingga penerimaan pajak PPh wajib pajak orang 

pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target 

penerimaan negara. 

b. Bagi Wajib Pajak 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan 

dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan sehingga dapat 

diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat yang akan 

berdampak pada peningkatkan kepatuhan perpajakan.  

 


